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ABSTRAK

Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang
perekonomian berasal dari kegiatan usaha perbankan yang
mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan
pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut
berpedomam = dengan prinsip kehatian-hatian. Bank-bank
sebagai penghimpun dana masyarakat dari nasabah penyimpan
dana (seperti antara lain tabungan dan deposito) dan
sebagai penyalur dana kepada nasabah debitur haruslah
terlindung hukum. Dengan harapan untuk perlindungan
dikemudian hari pemerintah berasaskan keadilan,
keseimbangan serta untuk mendapatkan kepastian hﬁkum telah
mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen)
pada tanggal 20 April 1999 dan berlalku effektif pada
tanggal 20 April 2000. Undang-Undang rferlindungan Konsumen
tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah
sebagai konsumen misalnya dari segi dokumen yang berhubngan
dengzn kepenitingan antara debitur dan bank seperti
Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit yang akan memuat hak
dan kewajiban dari bank dan debitur diharapkan memuat asas
keseimbangan antara kebutuhan debitur dan bank.
Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang
Ferlindungan Konsumen diharapkan dapat diimplementasikan
dalam klausula-klasula baku yang termuat dalam formulir

Perjanjian Kredit.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. IL.atar Belakang

. Sejak pemerintah mengeluarkan deregﬁlasi dibidang
perbankan atau yang dikenal dengan Paket kebijaksanaan 1
Juni 1983 (“Pakjun 83”) yang kemudian disusul dengan Paket
kebijaksanaan Oktober 1988 (“Paktoc 1988”) dimana melalui
deregulasi tersebl;t pagu kredit dihapuskan dan bank-bank
umum dibebaskan untuk menetapkan suku bunga. Keleluasaan
mendirikan bank diberikan oleh pemerintah sehingga jumlah
dari kantor-kantor cabang bank bertambah pesat. Implikaéi
dari paket-paket deregulasi tersebut bagi bisnis perbankan
(dengan jumlah bank sekitar 240 buah dan sekitar 5900 buah
kantor cabangnya) adalah persaingan tajam yang tid;k

seimbang (unfair compitition), kurangnya sumberdaya manusia

yang profesional dalam perbankan, kurangnya efisiennya
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manajemen, dan yang paling memprihatinkan munculnyarkredit
bermasalah yang cukup besar! Sejak Pakjun 83 dan Pakto 88
yang diikuti dengan berbagai deregulasi berupa paket
kebijaksanaan di bidang perbankan yang dikeluarkan
pemerintah bertujuan untuk membentuk bank yang independen.
Dengan demikian Lembaga ~ Perbankan diharapkan dapat
memberikan pPartisipasinya kepada pembangunan nasional;
khususnya yang terkait dengan bidang perekonomian tidak
dapat terlepas dari sektor perbankan. Hal ini disebabkan
sektor perbankan merupakan lembaga yang mendukung
pembiayaan terhadap sektor-sektor ekonomi yang terlibat
langsung maupun tidak langsung tersebut. Bank secara
Operasional membantu meiancarkan dan memberikan dukungan
keuangan kepada para konsumen dalam menajalankan usahanya
sehari~hari; iebih jauh Bank juga dapat mendukung kebutuhan
pPembiayaan Suatw usaha dengan memberikan fasilitas kredit.
Menurut ketentuan ketentuan perundang-undangan yang
berlaky, Jasa perbankan antara lain adalah menghimpun dana

dari
Masyarakat berupa simpanan, giro, deposito berjangka,

e

1
H.Moh. Tjoek i i i i

i ' am, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersi .

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). Hal.5 =

Klausula baku..., Sri Buana Brahmana, FH Ul, 2002




sertipikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali ke
masyarakat dalam bentuk kredit.2

Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa perbankan
dalam penulisan ini kami batasi pada Nasabah Penyimpan dan
Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang
menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang
memperoleh fasilitas kredig atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip = Syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian antara Bank dengan nasabah vyang
bersanékutan tersebut.?

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah penyediaan
unang atau tagihan yang dapat dipersemakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

* Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 7, LN No. 31 Tahun 1992
TLN No. 3472 ps 6 ayat a dan b.

3 Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 10 LN No. 182 Tahun 1998
TLN No. 3790 ps. 1 angka 16, 17 dan 18.
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!
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga.*

Secara umum Bank diartikan atau didefinisikan
sebagai salah satuy badan usaha lembaga keuangan (Lembaga
Keuangan Bank) yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-
jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan
modal ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak
ketiga dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran
berupa uang Giraj.s

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank
Sentral di Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan
bank dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank
Sesuai dengan ketenﬁuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
dan asgek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan
wajib melakukan kegiatan wusaha sesuai dengan prinsip

kehati-hatian. ¢

—_—_—

q .
Ibid. ps, 3 angka 11.

S {Jakarta:

0.p. Simorangkir. pasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan.
Yograt, 1983), hal. 18.

® UU No. 10 Tahun 1998, op.cit. ps. 29 ayat 1 dan 2..
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Berkaitam dengan prinsip kehatian-hatian tersebut
jasa-jasa perbankan sebagai penghimpun dana Qasyarakat dari
Nasabah Penyimpan dan sebagai penyalur dana kepada Nasabah
Debitur harﬁslah terlindung hukum. Sebagaimana pendapat
H.J. Hamaker “Hukum adalah suatu refleksi dari pada
kehidupan dalam masyarakat”.’ Dengan adanya kebutuhan
masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan maka bank akan
menggariskan peraturan-peraturan yang dibatasi oleh undang-
undang perbankan namun secara internal bank tersebut
mempunyai kekuasaan sendiri dalam mengelola Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Debitur.

Sebagai nasabah, debitur akan didudukan pada posisi
pihak- yang membutuhkan dana dalam kegiatan usahanya melalui
pembiayaan dari bank tersebut. Sebagai konsekwensi
pelaksanaan pemberian kredit tersebut merigakibatkan terjadi
hubungan hukum antara Nasabah Debitur dan bank yang akan
dituangkan dalam kesepakatan bersama berupa perjanjian
kredit. Perjaniian kredit merupakan suatu persetujuan yang

sah antara bank dan Nasabah Debitur yang dalam ketentuan

" R. Arry. Mth. Soekawathy. Orientasi Filsafat Hukum. (Yogyakarta:
Med Point Offset 2001) hal.l10.
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{
Hukum Perdata harus memenuhi persyaratan yaitu : adanya

kesepakatan dan kecakapan para pihak serta yang
diperjanjikan adalah suatu pokok persoalan tertentu yang
merupakan sebab yang tidak terlarang.®

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut perjanjian
dapat dipandang sebagai perjanjian yang sah dan mempunyai
kekuatan hukum. Di dalam ilmu' hukum, syarat kesepakatan
para pihak dan kecakapan para pihak yang mengikatkan diri
disebut syarat subyektif sedangkan syarat adanya suatu
pokok persoalan tertentu dan suatu sebab vyang tidak

terlarang disebut dengan syarat obyektif.

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat
subyektif, perjanjian tersebut dapat dikenakan syarat batal
relatif, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat para
pihak dapat dibatalkan satu pihak berdasarkan keberatan

tidak dipenuhinya syarat subyektif. Tetapi selama

° Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Roék)
diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 16 (Jakarta:
Pradnya Paramitha, 1983), ps. 1320 yang berbunyi sebagai berikut :
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.”
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perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh Hakim berdasarkan
tuntutan salah satu pihak itu, perjanjian tersebut masih
mengikat para pihak, sedangkan suatu perjanjian yang tidak
meﬁenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut akan
dikenakan dengan ancaman batal demi hukum, artinya bahwa
perjanjian yang telah dibuat tadi dianggap tidak sah atau
batal demi hukum dan dianggap perjanjian dianggap tidak
pernah ada.

Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat
sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.’

Pengertian asas kebebasan berkontrak tersebut di atas
pada asasnya kepada para pihak diberi kebebasan untuk
ncnentukan sendiri isi perjanjian, serta bentuknya dan
menentukan sendiri hukum yang berlaku, - namun Pasal 1337
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap membatasi bahwa

perjanjian dapat diperbolehkan membuat aturan sendiri

® 1bid., ps. 1338 ayat 1.
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é
asalkan tidak bertentangan dengan undang~-undang, kesusilaan

dan ketertiban umum.!°

Namun demikian dalam praktek perbankan, pepjanjian
kredit sering sekali memuat syarat—syarat dan ketentuan-
ketentuan yang sudah dibakukan.

Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,
“setiap bank menyediakan blanko (formulir, model)
perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih
dahulu (standaardform).!! Dalam hal ini berarti perjanjian
kredit vyang akan ditandatangani oleh bank dan Nasabah
Debitur sebagai pemohon kredit dan akan disodorkan kepada
Nasabah Debitur tersebut dengan memuat syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuannya tidak didiskusikan dengan .pemohon
kredit sehingga perjanjian kredit merupakan formulir
standar vyang secara tidak langsung sebagai perjanjian

standar atau perjanjian yang dibakukan. Perjanjian baku

akan mengakibatkan terjadi kondisi tidak seimbang dimana

1 Ibid., ps. 1337 berbunyi sebagai berikut:“Suatu sebab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh UndanguUndang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

' Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank (Bandung:

Alumni, 1978) hai. 30.
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Nasabah Debitur berada Pada posisi yang membutuhkan
fasilitas kredit akan menerima klausula baku daiam
perjanjian kredit tersebut.
Secara sederhana, perjanjian standar mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut
a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang
posisinya lebih kuat dari konsumen.

b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan
isi perjanjian. N

C. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.

d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena
didorong oleh kebutuhan.

Perjanjian standar yang dibuat oleh bank tersebut
cenderung mengakibatkan kondisi Nasabah Debitur dalam
posisi yang lemah namun secara hukum telah terikat dengan
asas kebebasan 5erkontrak dimana hal-hal vyang telah
disepakati telah menjadi undang-undang bagi para pihak.

Dengan adanya perjanjian baku tersebut secara
tersirat Nasabah Debitur tidak mendapatkan keadilan dan
keseimbangan. Hal tersebut membuka peluang pihak bank akan

seterusnya bertindak sepihak.
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.
ma

kredit
Macet melanda dunia perbankan dan salah sat
u

hutangnya. Dalam kondisi tersebut Nasabah Debitur tanpa
dlsadarinya terikat dengan perjanjian baku yang bebera‘pa
Syaratnya tidak melindungi Nasabah Debitur. Dengan harapan
untuk Perlindungan kepada nasabah yang berasaskan keadila;
keselmbangan serta untuk mendapatkan kepastian hukum
bPemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8. Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April
1999 (wyy No.8/1999”) dan berlaku effektif pada tanggal 20
Apri] 2000, konsumen sebagai pihak yang bera&a pada posisi
lemah akap dilindungi secara yuridis.

Kedudukan Nasabah Debitur dalam UU No.8/1999 dapat
dlsamgkan dengan pengertian Konsumen yaitu setiap orang

Pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

Masyarakat i i
+ baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga
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orang lain maupun makhluk hidup dan tidak !untuk
diperdagangkan.!?

Nasabah  Debitur merupakan Konsumen yang akan
menggunakan jasa Pelaku Usaha!3. Bank sebagai Pelaku Usaha
akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan nwnggunakan
jasa dari bank antara lain meminjam uang dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu
perjanjian kredit yang pada umumnya memuat klausula
baku/standar dari bank yang mementingkan kedudukan bank
§ebagai kreditur.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara ‘sepihak oleh pelaku usaha vyang
ditunagkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.'*

12 yndang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No.8 LN No.42
Tahun 1999, TLN No.3821, ps.l ayat 2.

13 Ibid., ps. 2 ayat 3 berbunyi sebagi berikut: “Pelaku Usaha
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4 1bid., ps. 2 ayat 10.
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Guna memberikan perlindungan konsumen maka dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen dimuat asas-asas
perlindungan konsumen yang mencerminkan asas manfaat,
keadilan, keseimbangan,'kéamanan dan keselamatan konsumen,
serta kepastian'hukum yang terwujud dalam pasal 18 ayat 1
UU No.1/1999 yang pada prinsipnya pelaku usaha dilarang
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
perjanjian yang akan dilakukannya dengan konsumen.

Penulisan ini hanya melihat topik  pembahasan
mengenai bank dalam memberikan fasilitas kredit yang
dikaitkan dengan kebiasaan bank memberikan formulir
perjanjian baku kepada nasabah tanpa memberikan kesempatan
untuk bernegosiasi mengenai klausula-klausula . yang
tercantum sebagai syaraﬁ—syarat dan ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian kredit serta akan membahas hubungan antara
Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur dengan bank dalam
rangka menghimpun dana dan meyalurkan dana melalui
pemberian fasilitas kredit. Perjanjian kredit yang memuat
klausula pakuy yang bertentangan dengan UU No.8/1999 akan

mengakibatkan perjanjian kredit akan dinyatakan batal demi

hukum oleh hakim.
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{
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dari

pemberian fasilitas kredit sehingga apabila perjanjian
kredit dibatalkan oleh hakim maka bank tidak dapat
melakukan eksekusi agunan berdasarkan pengikatan agunan
yang telah dibuat antara bank dan debitur.

Selanjutnya dalam ketentuan perbankan ditentukan
bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasrkan prinsip

Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.?!®

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1. Apakah standar baku (standard form) perjanjian kredit
yang dibuat Lembaga Perbankan dapat dibenarkan ?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perbankan dalam praktek untuk
mengakomodir ketentuan klausula baku yang diatur dalam

UU No.8/1999?

® UU No.10 Tahun 1998, op. cit. Penjelasan ps.2. ayat a.
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C. Metode Penelitian
Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan untuk
penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Dimana
dalam penelitian kepustakaan data yang akan dipergunakan
merupakan data sekunder, yang meliputi undang-undang,
buku-buku dan hasil seminar.
Adapun metode penelitian ini mempergunakan Penelitian
Hukum Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas
hukum, penelitian terhadap sistimatika hukumn dan
perbandingan hukum.
Dalam penelitian ini akan terdiri dari unsur-unsur:
1. sifat dan Jenis penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif; yang
tujuannya mengumpulkan data-data, baik berupa teori
perjanjian maupun ketentuan yang mengatur tentang
klausula baku.
2. Pendekatan.
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis
normatif yang ditujukan pada tecri dan produk hukum.
3. Tahap Penelitian.
Menginvetarisasi konsep-konsep, teori~teori darm

Pendapat—pendapat maupun ketentuan peraturan perundang--
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15.

undangan yang berkaitan dengan pengaruh UU No.8/1999

terhadap keberadaan perjanjian kredit bank yang akan

dipakai untuk landasan pemikiran dalam melakukan

analisis.

Analisa Data.

Digunakan daftar pustaka sebagai sumber utama,

meliputi :

4.1. Bahan Hukum Primer, antara lain Undéng—Undang
Nomor:8/1999, Undang-undang-ferbankan;

4.2. Bahan Hukum Sekunder, antara 1lain berupa bahan
seminar karya para ahli hukum; dan

4.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,
indeks, dan sebagainya.

Sumber Pengumpul Data :

5.1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Kampus Depok;

5.2. Buku-buku pustaka dan hasil seminar.
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D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan tesis ini, penulis

akan memaparkan dengan sistimatika sebagai berikut :

(1)

(ii)

dimulai dengan Bab I yang menjelaskan : (a) latar

belakang permasalahan, antara lain sebab-sebab
timbulnya permasalahan dan hal-hal yang menjadi
permasalahan, (b) pokok permasalahan, yang memuat
pPerumusan permasalahan, (c) metode penelitian, yang
meliputiti penelitian kepustakaan, dan (d)
sistimatika penulisan.

Bab II yang menjelaskan pembahasan, terdiri dari
pengertian perjanjian kredit merupakan perjanjian
yang sah menurut ketentuan undang-undang dan
perjanjia'n kredit sepagai perjanjian baku, serta
membahas permasalahan yang timbul dari perjanjian

baku tersebut, vyaitu adanya syarat-syaratnya tidak

dinegosiasikan terlebih = dahulu dengan debitur

Ssehingga tidak memberikan perlindungan bagi debitur
tersebut. Dalam Bab ini dimuat pemecahan permasalahan
mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga
p‘erankan telah disesuaikan dengan UU No.8/1999

Sehingga diharapkan perjanjian kredit dapat
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memberikanperlindhngan kepada debitur dalam
menandatangani perjanjian kredit.

Bab ITI ini yang memuat kesimpulan terhadap
permasalahan mengenai klausula baku yané bagaimana
dapat dimuat dalam perjanjian kredit, sehingga dapat
dibenarkan oleh UU No.8/1999 dan bagaimana upaya-
upaya lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan
kepada debiturnya. Dalam bab ini juga dimuat saran
penulis dalam rangka upaya untuk  memberikan

perlindungan debitur dalam perjanjian kredit.
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BAB II

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN ADANYA UNDANG-

UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Yang Mengikat

Antara Nasabah Debitur Dan Bank.

Pengertian tentang perjanjian diatur di dalam buku
ITTI Kitab Undang-undang Hukum Perda£a memberikan pengertian
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.!® Pengertian ini oleh beberapa ahli mengandungj
kelemahan yakni tidak 1lengkap dan terlalu luas yancy

menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya merupakan perbuatain

16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit t.
ps. 1313.
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hukum sepihak yakni memberikan kew;jiban bagi salah satu
pihak, hal ini dapat dilihat dari kalimat “satu orang atau
lebih”, padahal perjanjian itu selalu merupakan perbuatan
yang dilakukan oleh dua pihak atau 1lebih yang akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setiawan memberikan pengertian mengenai “perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang aﬁau
lebin”, !’ sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian
adalah “Suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada
orang lain, atau dimana kedua orang itu berjanji untuk
melaksanakan suatu hal”.™ Ssatrio berpendapat bahwa
perjanjién adalah suatu tindakan hukum. Rumusan tindakan
hukum adalah “Tindakan-tindakan yang memberikan akibat

hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki (pelaku

- atau para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh ia atau

7 Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. (Jakarta: Bina Cipta

Press, 1977), hal. 49.

'® Subekti, R., Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1987),
hal.1l.
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mereka yang melakukan tindakan hukum”.!® Sementara Sudikno
Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah “Hubungan
hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
atau menimbulkan akibat hukum”?°. Dari pendapat ketiga ahli
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur
kesamaan dalam pengertian perjanjian yaitu adanya
kesepakatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri
terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan sua@u
perbuatan hukum yang dikehendaki dan perbuatan' hukum
tersebut mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.
Selain daripada pengertian perjanjian, dikenal juga
asas suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas
ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata
yang menyebutkan sebagai berikut
1. persetujuan yan¢ dibuat secara sah oleh para pihak

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;

% Ssatrio, J., Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) (Bandung:
Aditya Bakti, 1992) hal. 11.

=0 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum {Suatu Pengantar).
(Yogyakarta: P. Liberty, 1986). Hal. 97.
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2. persetujuan tidak dapat d'itarik kembali kecuali dengan
kesepakatan mereka yang membuat perjanjian tersebut;

3. persetujuan dilakukan dengan didasarkan pada itikad
baik. -
Selain asas yang tercantum dalam pasal 1338 térsebut, perlu
diperhatikan pasal 1339 KUHPerdata yang menentukan bahwa
selain para pihak tunduk kenada persetujuan yang mereka
buat, para pihak juga terikat kepada asas kebiasaan,

kepatutan dan undang-undang.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia
merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam memindjam
yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata?'. Kata Kredit
berasal dari bahasa Romawi yaitu ‘credere’, vyang artinya
percaya. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandlung;
pengeitian baihwa bank selaku Kkreditur percaya meminjamkar 1

sejuwmlah uang kepada Nasabah Debitur, karena Nasaba'h

debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar luna .s

pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan .

Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undanc y-

21 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: Cit .ram
Aditya Bakti), hal.385.
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undang Hukum Perdata menentukan bahwa pinjam meminjam
adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah ‘tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari macam dan keadaan yang sama pula®*’. Dalam perjanjian
ini, pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali
barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang
diperjanjikan berakhir?’, sedangkan siapa yang menerima
pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah
dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan?¢.
Mengenai debitur dikenakan suku bunga dapat diperbolehkan
bunga atas

oleh undang-undang untuk memperjanj ikan

peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena

22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), cp.
cit., ps. 1754.

23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op.
cit., ps. 1759, berbunyi sebagai berikut: “Orang yang meminjamkan tidak
dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya

waktu yang ditentukan dalam perjanjian.”

24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op.
cit., ps. 1763. ’
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pemakaiannya®® Dalam hal éemberian kredit oleh bank,
pengertian barang yang menghabis dapat disamakan dengan
uang yang diperoleh Nasabah Debitur dari bank yang
wajib dikembalikan oleh -

Nasabah Debitur dengan jangka waktu dan suku bunga yang

disepakati dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu

perjanjian kredit.

A.l. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku.

Pada umumnya perjanjian kredit yang dipergunakan

dalam perbankan dalam bentuk perjanjian standar atau baku.

Pengertian baku disini dapat diartikan bahwa klausula yang

terdapat dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak.
Bank dalam hal ini berpotensi sebagai pihak yang menentukan

syarat-syarat sebagai Kkewajiban yang harus dipenuhi oleh

Nasabah Debitur.

2> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op.

cit., ps. 1765, berbunyi sebagai berikut: “Adalah diperbolehkan
memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang menghabis

karena pemakaian.”
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Perjanjian standar tersebut tidak memenuhi asas
kebebasab berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338
KUHPerdata mengingat bentuk perjanjian kredit adalah berupa
formulir yang telah tercetak dan Nasabah Debitur yang
berada dalam posisi pihak yang membutuhkan kredit.

Pihak bank dalam hal ini berada dalam posisi yang
kuat akan lebih mementingkan keuntungan dari syarat-syarat
yang diperjanjikan. Dengan ditandatanganinya perjanjian
kredit tersebut maka terjadi ketidakseimbangzn prestasi,
hal tersebut akan mengurangi nilai kepastian hukum karena
dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan asas kepatutan
ataupun itikad baik dari pPihak yang mengadakan perjanjian.

Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku pada
dasarnya memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian
lnenurut pasal 1320 KUH Perdata namun dari berlakunya
perjanjian baku tersebut timbul suatu permasalahan bagi
pihak lain yang perjanjian tersebut berat sebelah.
Perjanjian berat sebelah adalah perjanjian yang memuat
syarat dan ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak
saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku

tersebut) .
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Dalam’ Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah
ditentukan asas hukum yang dipakai sebagai tolak ukur guna
menentukan apakah suatu klausula dalam perjanjian baku
merupakan suatu klausula yang secaia‘ tidak wajar sangat
memberatkan bagi pihak lainnYa, yaitu :

- bahwa suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu
dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan
moral atauhdengan ketertican umum.?®

- bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya dari
persetujuan Gitu diharuskan oleh kepacutan, kebiasaan

atau undang-undang?’.
Kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan Nasabah

Debitur scbenarnya terdapat tendensi kearah tidak adanya

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op.
cit., ps. 1337.

27 Op. cit., ps. 1339 berbunyi sepbagai berikut: “Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal vyang dengan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
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perlindungan terhadap Nasabah Debitur: sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dengan dikeluarkannya UU No.8/1999 vyang diharapkan
sebagai upaya yang’ menjamin kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut secara tegas
dalam pasal 2 UU No.8/1999 ditentukan bahwa perlindungan
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukqm.

Sesuai dengan spirit dan jiwa dari adanya UU
No.8/1999 yaitu akan mencapai keseimbangan serta kepastian
hukum maka undang-undang tersebut antara lain akan
menuangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
ataupun persyaratan ketentuan klausula baku.

Ketentuan pencantuman klausula baku di atur UU

No.8/1993, yaitu sebagai berikut

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdajangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
~b.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
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c.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian. kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha' baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

~ berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran;

€.mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;

f.memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
yang ﬁenjadi obyek jual beli jasa;

g.menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak
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jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan kalusula baku yang
'letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat
dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya suiit
dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan Undang-undang ini .2

Ketentuan ini  merupakan dasar bégi penulis  untuk

menganalisa hal-hal yang menjadi klausula baku dalam

perjanjian kreait sebagai perjanjian baku yang memuat
syarat yang tidak seimbang antara kebutuhan Nasabah Debitur

dan bank.

[

*® UU No.8 Tahun 1999, op.cit., ps.18.
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A.2. Hubungan Antara Bank Dan Nasabah

Sebelum pelaksanaan kesepakatan antara bank dan
Nasabah Penyimpan untuk membuat suatu perjanjian kredit
dalam rangka pemberian fasilitas kredit maka terlebih
dahulu perlu aiketahui apa yang mendasari ikatan perjanjian
kredit tersebut.

Dalam kaitan bank yang dapat dikategorikan konsumen
dalam UU No.8/1999 adalah nasabah yang menggunakan jasa
perbankan yang antara lain adalah Nasabah Penyimpan dan
Nasabah Debitur?®.

Bank sebagai salah @ satu @ lembaga keuangan yang
berperan dalam masyarakat sebagai pendukung perskonomian
pada umumnya berperan sebagai pemberi jasa bagi Nasabah
Penyimpan yang Jnemperéayakan. dananya disimpan pada bank.
Nasabah Penyimpan tersebut akan mendapat jasa bunga
dari  bank vyang bersangkutan, dalam  hal ini akan
memanfaatkan dana Nasabah Penyimpan tersebut dengan

memberikan fasilitas kredit kepada Nasabah Debitur dengan

** UU No. 10 Tahun 1998, op. cit., ps. 1 angka 16, 17 dan 18.
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i
jasa suku bunga yang besarnya di atas jasa suku bunga yang

diberikan kepada Nasabah Penyimpan.
Pengertian Kredit dalam perbankan adalah
penyediaan wuang atau tagihan vyang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dan pihak lain
yang mewajibkan pihak meminjam untuk meluunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.3°

Pelaksaraan untuk pemberian kredit untuk pembiayaan
usaha oleh bank bherasaskan :
1. prinsip kehati-hatian;>!

2. bank wajib mempunyai .keyakinan berdasarkan analisa

yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan

serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk

melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan

* UU No. 10 Tahun 1998, op. cit., ps. 1 angka 11.
 UU No. 7 Tahun 1992, op. cit., ps. 2, berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi,
ekonomi dengan merggunakan prinsip kehati-hatian.”
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dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.3?
Sebagai salah satu wunit usaha, proses kegiatan

perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit

itu sendiri, yang berupaya untuk :

1. Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menilai kembal i
nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai
dengan perjanjian.

2. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-

sungguh dipakai oleh debitur sesuail perencanaan

perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usahg

(performance) dan terbukti sampai pada obyek kredit.

3. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih

kepada bank, debitur dan -otorita moneter, sehingga mampu

menimbulkan backward dan foreward linkage kepada

masyarakat luas.?’

* UU No. 10 Tahun 1998, op. cit., ps. 8 ayat 1, berbunyi sebagai
berikut: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan anlisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai

cengan yang diperjanjikan.

3 H. Moh. Tjoekam, op. cit., hal. 3.
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Mengingat dana-dana yang diberikan Ebank kepada
Nasabah Debitur adalah modal bank itu sendiri ataupun dana
Nasabah Penyimpan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh
yang bersangkutan maka bank dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian terlebih dahulu menganalisa rencana pemberian
kredit tersebut apakah dapat dipercayakan kepada Nasabah
Debitur tersebut atau tidak.

Analisis kredit tersebut bisa diperoleh melalui
penilaian berdasarkan 5C Principles.3

Dalam menganalisa pemderian suatu pemberian kredit
pada umumnya bank menggunakan kriteria 5 C tersebut adalah
sebagai berikut
1. Character (sifat)

Dalam hal ini bank terlebih dahulu mengenal subyek
hukum calon debiturnya, misalnya nilai good will dari
usaha- yang akan diberikan modal usaha yang akan
diinvestasikan. Pada umumnya ‘bank akan meminta data-
data legalitas dari badan hukum tersebut dan juga akan

mempertimbangkan kemampuan pemilik usaha (pemegang

* H. Moh. Tjoekam, op. cit., hal. 94
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saham) ataupun pengurus’ dari kegiatan usaha badan hukum
tersebut apakah profesional dibidang usahariya ataupun
mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan usaha
tersebut.

Capacity (Kemampuan)
Bank akan melakukan analisa keuangan dari calon debitur,
misalnya untuk pengajuan jumlah fasilitas kredit yang
akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka
TMemproduksi barang ataupun sebagai investasi dalam
rangka penanaman modal yang dalam jangka waktu tertenty
baru dapat menghasilkan barang, bank akan menganalisa

kemampuan calon debitur dengan sumber-sumber

"Pendapatannya kemudian yang akan digunakan sebagai

pPengembalian kredit yang diperoleh dengan cara angsuran
ataupun cara tertentu yang disepakaii antara bank dengan
debitur.

Capital (Modal)

Analisa terhadap modal ini diharapkan untuk mengetahui
modal calon debitur yaitu dengan menghitung modal
debitur yang tertanam pada bisnisnya berikut tagihannya
Pada pihak 1lain sehingga bank dapat memperkirakan

kebutuhan darj calon debitur. Bank harus mengetahui debt
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to equity ratio, yait& besarnya seluruh hutang debitur
dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan
perusahaan serta likuiditas perusahaan (likuiditas,
solvabilitas dan profitabilitas).3% o
Collateral (Jaminan)

Jaminan disini merupakan agunan, pengertian Agunan dalam
perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian
fasilitas kredit atau pembiayaan dalam rangka prinsip
Syariah.®® Namun pada prakteknya pihak bank menjadikan
agunan sebagai pertimbangan dasar jumlah kredit yang
akan diberikannya dan nilai market dari Agunan tersebut
merupakan hal yang penting. Pada umumnya pemberian
fasilitas kredit dalam bentuk investasi misalnya
pembangunan pabrik, terhadap tanah berikut bangunan
pabrik tersebut akan diserahkan sebagai Agunan. Terhadap

Agunan tersebut = akan dilakukan pengikatan Agunan

3 H. Moh. Tjoekam, op. cit., hal. 97.

*® UU No. 10 Tahun 1998. op. cit. ps. 1 angka 23.
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sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga
bank mempunyai kedudukan preferen.
5. Condition (Kondisi)
Analisa yang dilakukan bank atas kegiatan usaha debitur
yang akan dibiayai apakah masih didukung dengan
kebutuhan masyarakat, sehingga produksi yang akan
dihasilkan dari usaha debitur mempunyai prospek pasaran
yang bagus.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa
pada Prinsipnya bank dalam memberikan fasilitas kredit
kepada debiturnya sangatlah selektif dan analisa kredit
tersebut amat penting satu dan lain untuk kepentingan
Sebagai berjkut
1. bank dapat menentukan berbagai risike yang akan
dihadapi apabila fasilitas kredit diberikan kepada
debitur dengan usaha vang akan dibiayai:;

2. bank dapat meniiai jenis fasilitas kredit yang akan
diberikan kepada debitur;

3. bank dapat menentukan jumlah fasilitas kredit yang
diberikan dengan pertimbangan risiko nilai jaminan yang

akan  mengcover hutangnya dikemudian hari apabila

debitur tersebut wan prestasi;
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4. 5ank dapat menilai kemampuan debitur dalam
mengembalikan hutang sehingga jadwal pembayaran dengan
Jangka waktu tertentu dapat ditetapkan oleh bank.

Dengan adanya penilaién bank berdasarkan analisa
kredit  tersebut pada dasarnya bank telah melindungi
kerugian yang akan timbul akibat pemberian fasilitas kredit
tersebut.

Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat
untuk menghimpun dana masyarakat dari Nasabah Penyimpan
dan dana tersebut akan membiayai Nasabah Debitur sebagai
sumpec. pemasukan bank yang utama adalah dari bunga dan
provisi atas pemberian fasilitas kredit tersebut. Dengan
demikian antara bank, Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur

merupakan lingkaran yang keharmonisannya tetap dijaga tanpa

nerugikan satu sama lain.

A.3. Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan Perbankan
Pembinaan dan pengawasan bank diiakukan oleh Bank

Indonesia®’. Selain daripada pengawasan ctersebut pemerintah

37 yU. No. 10 Tahun 1998. Op. cit. ps. 29 ayat 1.
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akan melindungi nasabah bank untuk tetap mempercayai bank

sebagai tempat penyimpan dana.

Dalam mempertahankan kepercayaan nasabah tersebut,
pemerintah melalui UU No.8/1999 melindungi kepentingan
nasabah sebagai konsumen yang merupakan sebagai landasan
hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan
yvang dirasakan oleh nasabah sehubungan dengan penggunaan
jasa perbankan tersebut.

Dengan berlakunya UU No.8/1999, bank dituntut untuk

1. pemberian informasi yang benar,jelas dan jujur kepada
nasabah berkaitan dengan jasa perbankan yang
ditawarkan;

2. perlindungan bagi nasabah dari segala tindakan-tindakan
bank yang menawarkan produk bank melalui cara-cara yang
tidak benar atau menyesatkan;

3. perlindungan untuk dapat memperoleh produk bank sesuai
dengan yang dijanjikan dan ditawarkarn;

4. apabila dalam perjanjian tercantum klausula pembebasan
tanggung jawab bank, maka klausula tersebut harus

diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat.
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Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan
asas persaingan usaha yang sehat dengan tetap memperhatikan
adanya.keseimbangan antara bank dan kepentingan nasabah.

Asas-asas vyang harus dipatuhi bank selaku pelaku
usaha dan nasabaﬁ sebagai konsumen adalah sebagai berikut :
1. Asas keseimbangan

Dalam memasarkan produk yang dihasilkannya bank tidak
berorentasi untuk mencari keuntungan dengan mengabaikan
prinsip-prinsip berusaha yang benar, tanpa
memperhatikan kedudukan nasabah sebagai pemakai jaéa
produk.
2. Asas keamanan dan keselamatan.

Setiap nasabah berhak atas keamanan dan keselamatan
dirinya pada saat menggunakan 3jasa perbankan vyang

ditawarkan kepadanya oleh bank dengan itikad baik.

B. Pembahasan (Apalisis).

Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis bahwa
perjanjian kredit adalah perjanjian baku, perjanjian baku
yang dimaksud adalah perjanjian._ yang sudah dibuat dalam
bentuk standar yang telah tercetak. Bentuk standar tersebut

memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibakukan
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sehingga syarat-syarat dan ketentuan—ketentuan‘ tersebut
tidak dapat dinegosiasikan dengan Nasabah Debitur.
'Pengertian klausula baku dalam UU No.8/1999 adalah
setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak
oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atay
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen3®,
Untuk mengetahui klausula baku yang bagaimana dalam
perjanjian kredit yang dapat memberatkan Nasabah Debitur
sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban
para pihak, sebagai contoh penulis akan mengambil beberapa
pasal perjanjian kredit yang standar dengan klausula baky
yang tidak memberi ‘pelindungan kepada Nasabah Debitur,

yaitu antara lain dengan rumusan sebagai berikut

1. “Besarnya suku bunga fasilitas kredit, sewaktu-waktu
dapat diubah oleh BANK berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada BANK yang akan diberitahukan secara

tertulis kepada DEBITUR dan pemberitahuan tertulis mana

* UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 10.
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kredit ini dan karenanya mengikat DEBITUR.”

Klausula ini memberatkan 'Nasabah Debitur mengingat
sebagaimana kita ketahui bank sebagai pemberi fasilitas
kredit dengan berasaskan prinsip kehati-hatian terlebih
dahulu telah memperhitungkan segala risiko yang timbul
terhadap pemberian fasilitas kredit melalui analisa
kredit dengan aspek 5 C; yaitu Character, Capacity,
Capital, Collateral dan Condition, bank semestinya
mempertimbangkan kemampuan debitur hanya sebatas bunga
yang diberikan pada saat perjanjian kredit
ditandatangani. Berdasarkan pada pasal tersebut bank
sewaktu-waktu dapat menaikkan tingkat suku bunga. Hal
tersebut akan mengakibatkan kemungkinan kesulitan-
kesulitan yang akan dihadapi oleh debitur wuntuk
melakukan kewajibannya membayar bunga ataupun angsuran
hutangnya. Namun disisi lain sikap bank untuk
menggunakan klausula yang memberikan hak bank mereview
tingkat suku bunga sewaktu-waktu bukanlah kehendak bank
Ssemata-mata akan tetapi satu dan lain dikarenakan
adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga

Saham Bank Indonesia. Sebagai contoh pada awal masa

Klausula baku..., Sri Buana Brahmana, FH Ul, 2002




41

krisis ekonomi di sekitar tahun 1957, pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan untuk menaikkan suku bunga
Saham Bank Indonesia, dalam kondisi demikian bank juga
‘menaikkan tingkat suku bunga kepada debiturnya yang
pada saat itu hampir mencapai 60% (enampuluh persen)
perbulan dimana sebelumnya hanya berkisar maksimum 20%
(dua puluh persen) perbulan. Kondisi demikian membuat
Nasabah Debitur tidak berdaya sehingga fasilitas kredit
yang akan digunakan sebagai’ modal kerja. ataupun
investasi kemungkinan digunakan sebagai pembayaran
angsuran kepada bank, akhirnya timbul masalah kredit
macet yang mengakibatkan bank berhak untuk melakukan
eksekusi atas agunan yang diserahkan debitur. Berawal
dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang
sah dan asas kebebasan berkontrak maka vank dalam
melakukan tindakan untuk memberlakukan tingkat suku
bunga dapat dibenarkan teanpa memperhatikan kemampuan
debitur tersebut. Ketidakadilan yang dirasakan oleh
debitur untuk memperoleh hak yang seimbang dalam
menentukan syarat pemberlakuan tingkat suku bunga yang
dituangkan dalam perjanjian kredit telah diwujudkan

dengan adanya UU No.8/1999 yaitu pada prinsipnya tidak
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menghendaki adanya pengubahan selanjutnya dilakukan
pelaku usaha secara sepihak.?® Mengingat kegiatan usaha
perbankan sebagai lembaga keuangan 'yang kepercayaan
masyaraka£ harus diutamakan maka dalam rangka mencapai
perekonomian, keterikatan bank terhadap peraturan-
peraturan pemerintah dapat dibenarkan sehingga klausula
yang memuat hak bank untuk menaikkan suku bunga dapat
dicantumkan namun harus ada keseimbangan -sehingga
memberi perlindungan kepada debitur; bank dalam hal ini
lebih bersifat terbuka dan memberikan informasi yang
jelas dan mempunyai kepastian hukum. Dengan
pertimbangan tersebut di atas semestinya klausula
rumusan tersebut di atas dapat -diusulkan menjadi
sebagai bérikut $
“Tingkat suku bunga fasilitas kredit yang ditentukah

dalam Perjanjian Kredit ini akan ditinjau oleh bank

3 UU. No. 8 Tahun 1999, Op. cit. ps. 18 ayat 1 butir g berbunyi
sebagai berikut: "“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa
yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak
cleh pelaku wusaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa vyang
dibelinya”.
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dalam waktu ... . QU ) bulan secara Dberkala,
pPeninjauan mana akan menentukan besarnya suku bunga
yang berlaku dengan memperhatikan pekembangan
ekonomi/moneter yang terjadi pada saat peninjauan suky

bunga tersebut”.

Klausula tersebut masih menggambarkan bahwa bank
berperan dalam menentukan ;ingkat suku bunga
selanjutnya namun keseimbangan disini terlihat adanya
persetujuan debitur untuk mengerti pada kondisi
perkembangan ekonom'i.. / moneter dan adanya tenggang
waktu diberikan kepada debitur untuk memberlakul;an
tingkat suku bunga yang baru tersebut. Dengan demikian
debitur seminimal mungkin akan memperkirakan risiko
yang akan berdampak pada kegiatan usahanya dan akan
mengambil langkah-langkah dengan mempertimbangkan
kemampuannya untuk meneruskan fasilitas kredit ataupun
melunasinya sehingga diharapkan debitur tidak terlilit

dengan penumpukan kewajiban bunga yang harus dibayar

“Bank dengan ini diberi hak dan dikuasakan oleh

DEBITUR untuk menggadaiulangkan kredit inij kepada BANK

Klausula baku..., Sri Buana Brahmana, FH Ul, 2002
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INDONESIA atau pihak ketiga lainnya, semata-mata
menurut pertimbangan yanag dioandang baik oleh BANK”.

Klausula ini memberi peluang kepada bank untuk secara
ut';uh menguasai dengan menggunakan haknya dapat
mengalihkan fasilitas kredit yang diperoleh Nasabah
Debitur kepada pihak 1lain tanpa persetujuan dari
Nasabah Debitur tersebut. Mengingat bank sebagai
lembaga keuangan vyang - selalu dalam pengawasan Bank
Indonsia yang akan bertanggung fjawab dalam kesulitan
perbankan misalnya apabila suatu bank yang sewaktu-
waktu menurut penilaiannya telah tidak mampu untuk

melakukan kegiatan.operasional. Dalam kondisi demikian

pemerintah berusaha mengembalikan kepercayaan
masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penyehatan
terhadap bank tersebut. Menurut  ketentvan UU

Nc.10/1998 antara lain menentukan bahwa yang dimaksud
dengan kesulitan perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem
perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi

krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang
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berdampak kepada hajat hidup orang banyak.*° ﬁal ini
memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk
menanggulanginya melalui kebijaksanaan, misalnya badan
khusus yang mengambil alih hak dan wewenang bank. Hak
dan wewenang yang dimaksud termasuk juga
pengambilalihan nasabah bank tersebut yaitu

a. Nasabah Penyimpan, untuk melakukan upaya pembayaran
uang nasabah yang tersimpan pada bank.

b. Nasabah Debitur, untuk meninjau keadaan dari debitur
sehingga dapat diketahui debitur yang masih dapat
dibantu dengan mengadakan restrukturisasi kredit
ataupun debitur yang sudah tidak mampu untuk
melanjutkan usahanya sehingga dicarikan jalan
terbaik untuk penyelesaian hutangnya.

Berdasarkan wuraian-uraian tersebut di atas, menurut

penulis klausula baku yang dimaksud tadi tidaklah perlu

dicantumkan dalam perjanjian kredit karena bank sebagai
lembaga kepercayaan selalu dalam pengawasan pemerintah
pemerintah berkewajiban untuk melindungi

dan

kepentingan masyarakat.Klausula baku demikian tidak

 UU. No. 10 Tahun 1998, op. cit. penjelasan ps. 37a ayat 1.
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dapat dibenarkan juga menurut UU No.8/1999 karena
Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /
atau perjanjian apabila terdapat pengalihan tanggung

jawab pelaku usaha.®

“Bank berhak untuk mengurangi jumlah kredit tersebut
setiap saat, semata-mata menurut pertimbangan BANK,
antara lain karena keadaa DEBITUR sendiri, karena
perubahan nilai barang jaminan atau karena keadaan
likwiditas BANK, dan sebagainya”.

Klausula baku ini bertentangan dengan kesepakatan para
pihak dimana bank telah menentukan berapa Jjumlah
fasilitas kredit yang akan diberikan berdasarkan
analisa kredit yang telah dilakukannya, hal tersebut
dapat diartikan bahwa bank menolak penyerahan jasa yang
telah terikat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam
suatu perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-

undang. Menurut Kketentuan UU Nc.8/1999 klausula baku

‘! UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 ayat 1 butir a.
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3 . . '
yang demikian tidak dapat dibenarkan dan menyebutkan

bahwa dilarang klasula baku yang memuat menyatakan

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembalj

2

barang yang telah dibeli konsumen.? Secara analogi

dapat diartikan bahwa bank dengan itikad baik telah
mengikatkan diri untuk berjanji memberikan sejumlah
kredit maka lazim dan patutlah semestinya  bank
bertanggung jawab untuk mengadakan sejumlah kredit
tersebut. Namun dengan pertimbangan kemungkinan adanya
kesulitan perbankan di kemudian hari dan kesulitan ity
terjadi sebelum fasilita; kredit direalisasi sepenuhnya
maka untuk keseimbangan antara kepentingan debitur dan
bank dimungkikan adanya klausula baku yang memuat
sebagai berikut :

"BANK sewaktu-waktu dapat menghentikan jumlah penarikan
fasiiitas kredit, dan penghentian terlebih dahuly

diberitahukan tertulis kepada DEBITUR dengan alasan

? UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 8 ayat 1 butir ¢, berbunyj
sebagai berikut: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jaZa
yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumk;n
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.
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tanpa kecuali dikarenakan perkembangan moneter yang
dapat dibuktikan mengakibatkan likwiditas BANK tersebut
menurun”.

Dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari bank
diharapkan adanya pertimbangan asas keseimbangan dimana
debitur dapat mengendalikan kelanjutan usahanya dan
diharapkan debitur juga dapat mengerti kesulitan bank

pada kondisi demikian.

“"DEBITUR dengan ini berjanji, akan tunduk kepada segala
ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang
beralku pada BANK, baik vyang berlaku sekarang maupun
yang berlaku di kemudian hari”.

Klausula baku ini menurut penulis sangat luas dan tidak
seimbang dimana bank kzrusaha untuk memenangkan
posisinya untuk mencari. ketentuan ‘yang lebih
menguntungkan - bagi kepentingannya. Hal 1ini dapat
dikaitkan dengan klausula baku yang dimaksud dalam
butir 1 tersebut di atas bahwa kenaikkan tingkat suku
bunga secara tangan besi akan diberlakukan bank terjadi
karena perubahan tingkat suku bunga bank sangat

fluktuatif. Secara hukum klausula ini dinilai sangat
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tidak seimbang dan terbuka untuk ketenthan Yang mungkin
merugikan debitur namun mengingat bank terikat dengan
ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak terlepas darj
kepentingan perlindungan terhadap debitur maka klausula
tersebut tetap dapat dicantumkan dengan menambahkan
persyaratan bahwa bank dan debitur secara bersama-sama
tunduk kepada peraturan yang akan ada dikemudian hari
yang berkaitan dengan perjanjian kredit; dengan
demikian terlihat adanya kesimbangan berlakunya suaty
ketentuan tidak terbatas kepada debitur saja akan
tetapi juga kepada bank dan dibatasi ketentuan yang
berlaku nantinya adalah ketentuan yang berkaitan dengan
Syarat-syarat dalam perjanjian kredit.

Klausula baku tersebut di atas telah dilarang dalam
Perjanjian kredit untuk mencantumkan klausula yang
temuat menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
pPengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya. Namun mengingat keterikatan bank dengan
bpemerintah secara juridis dapat dibenarkan maka

klausula tersebut diusulkan menjadi sebagai berikut “
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“BANK dan DEBITUR wajib tunduk sepenuhnya kepada
segala ketentuan yang ditetapkan dan berlaku
sehubungan dengan syarat-syarat dalam Perjanjian
Kredit ini”

Dengan demikian terlihat adanya suatu klausula
baku. yang dimungkinkan berlakunya ketentuan yang

akan ada bagi bank dan debitur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat
dilihat bahwa UU‘ No.8/1999 dalam rangka perlindungan
bagi debitur sebagai konsumen, diperlukan pengaturan
mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau
pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau
perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Secara tegas
UU No.8/1999 tidak memberikan cefinisi perjanjian baku,
tetapi merumuskan klausula baku adalah setiap aturan
atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
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dockumen dan/atau perjanjian ydng mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen.*

Hal tersebut berarti pada prinsipnya UU No.8/1999
tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku
yang memuat klausula baku atau setiap dokumen dan/atauy
perjanjian transaksi usaha perdagangan dan/atau jasa,
sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut
tidak mencantumkan ketentuan klausuia sebagaimana dilarang
dalam UU No.8/1999 bahwa pelaku uszha dilarang mencantumkan
klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau
tidak dapat dibaca secara jelas, ztau yang pengungkapannya

sulit dimengerti."‘1 Dalam hal ini pembentuk undang-undang

tidak memberikan parameter yang jelas mengenai letak,

ukuran huruf, pengungkapan dalam pencantuman klausula baky

yang jelas bagi konsumen, padahal sanksi atas tidak

ditaatinya ketentuan ini sangat berat yakni dapat

® UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 10.

" UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 angka 2.
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menyebabkan perjanjian yang mencantumkan klausula baku
dalam bentuk tersebut akan menjadi batal demi hukum.?®
Bank-Bank dalam menghadapi adanya UU No.8/1999 ini
semestinya menanggapi secara serius mengingat konsekwensi
akibat dari pelanggaran pencantuman klausula baku yang
dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah batal demi
hukum perjanjian kredit tersebut. Satu dan lain dikemudian
hari apabila terjadi penyelesaian hukum antara debitur dan
bank, hakim akan berpedoman pada undang-undang yang berlaku
tentunya secara fakta dan juridis bank akan dirugikan.
Dalam penjelasan UU No.8/1999 disebutkan bahwa
piranti hukum melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk
mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru
sebaliknya, sebab perlindungan konsumen bisa mendorong
iklim berusaha yang sehat; serta lainnya perusahaan yang
tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan
barang dan/atau jasa yang berkualitas; dan pengertian

Perlindungan Konsumen menurut UU no.8/1999 adalah segala

> UU. No. B8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 angka 3.
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upaya yang meﬂjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. ‘¢

Dalam rangka mencapai asas manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamaéag konsumen serta
kepastian hukum maka secara tegas dinyatakan kalusula baku
yang tidak dibuat sesuai dengan dimaksud dalam UU No.8/1999
akan n@ngakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
Penefapan sanksi ini harus benar-benar hati-hati karena
adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara konsumen
dan pelaku usaha mengenai isi suatu klausula baku sehingga

jangan sampai ketentuan ini justru memberikan Peluang

kepada nasabah yang beritikad buruk untuk membatalkan

perjanjian baku yang telah ditandatanganinya.
Dengan diberlakukannya UU No.8/1999, bank sebagai
pelaku usaha akan lebih dituntut untuk secara lebih jelas

memberikan informasi kepada calon nasabahnya baik ity

Nasabah Penyimpan ataupun Nasabah Debitur yang berkaitan

dengan jasa produk seperti simpanan ataupun fasilitas

kredit.

‘® UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 1.
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Secara hirarki perundang-undangan, UU‘ No.8/199
mempunyai posisi kuat untuk mengendalikan kegiatan usaha
jasa termasuk jasa perbankan. Kegiatan usaha bank yang
dijalankan sebelum adanya UU No.8/199 dalam membuat
perjanjian kredit berpedoman pada syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata'’ dan asas kebebasan
berkontrak pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.‘® Mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang
dipercava oleh masyarakat maka seyogianya kepercayaan
tersebut harus dipelihara dan dilindungi. Dengan spirit
untuk mencapai kepastian hukum dan keamananan sebenarnya UU
No.8/1999 akan membaQa dampak positif terhadap pelaku usaha
perbankan, karena nasabah akan lebih merasa aman, nyaman
serta dilindungi dengan undang-undang. Pada masa sebelum
adanya UU No.8/1999 secara wumum masyarakat cenderung

beramggapan bahwa berurusan dengan bank dalam mendapat

97 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), loc.
cit, ps. 1320.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), loc.
cit, ps. 1338
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fasilitas kredit telah berpikirgn negatif karena pada
kenyataan bak selalu menang dan mempergunakan pasal-pasal
tong sampahnya untuk mengikat debitur seperti disyaratkan
dalam perjanjian kredit bahwa debitur tunduk kepada aturan

yang ada dikemudian hari.

Dengan adanya jaminan dari UU No.8/1999 tersebut,
Nasabah Debitur lebih dapat mempercayakan usahanya dengan
mendapatkan modal dari bank karena bank sebagai pelaku
usaha berupaya mengambil tindakan yang bersifat negosiasi
dengan calon debiturnya sedangkan Nasabah Penyimpan akan
lebih tenteram menyimpan dananya dalam bank.

Dampak positif bagi pihak perbankan dalam menghadapi
UU No.8/1999 tentunya bukan hanya persiapannya untuk
meninjau kembali formulir perjanjian kredit ataupun dokumen
standar untuk keperluan produk bank lainnva yarg telah
dibuat menjadi perjanjian baku dalam menghadapi calon
debitur setelah adanya UU No.8/1999, akan tetapi upaya-
upaya uncuk penyesuaian UU No.8/1999 terhadap dokumentasi

perjanjian kredit yang telah dibuat sebelum adanya Uy

No.§/1999,
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Fokus peninjauan terhadap formulir yang dibakukan
oleh bank tersebut berkenaan 2 (dua) hal pokok yaitu

sebagal berikut :

1. Keterbukaan informasi
Dalam hal keterbukaan informasi, yaitu menetapkan
bahwa merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.®® Dengan demikian terdapat
kewajiban bagi bank untuk memberikan informasi secara
lengkap dan selayaknya kepada nasabah mengenai syarat=
syarat dan kondisi dalam dokumen dan/atau perjanjian

yang dibuat.

2. Larangan pencantuman klausula baku
Berkenaan dengan ketentuan mengenai klausula baku, UU

No.8/1999 memberi batasan bahwa tidak semua klausula

9% yYU. No. 8 Tahun 1999, loc. Cit, ps. 7 butir b.
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baku dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian, yakni

sepanjang memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. secaFa_ material klausula yang bersangkutan tidak
mengandung syarat-syarat dan kondisi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No.8/1999; atau

b. secara prosedural klausula harus memenuhi pesyaratan
dalam pasal 18 ayat 2 UU No.8/1999.

Dengan berpedoman hal tersebut di atas, terhadap

perjanjian yang telah dibuat terdahulu diupayakan untuk

disesuaikan dengan membuat perjanjian tambahan yang

mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 18

ayat 1 dan 2 UU No.8/1999, Namun mengingat debitur

sangat sulit mengerti tentang hal tersebut karena
kondisi perekonomian saat ini dapat dikategorikan tidak
terjadi pergolakan (sebagai contoh bunga masih stahil)
padahal apabila terjadi kebijakan moneter yang
mengakibatkan fluktasasi tingkat suku bunga menjadi
naik maka debitur akan berpedoman pada UU No.8/1999g
maka dalam hal ini diperlukan wupaya bank untuk
memberikan penerangan dan informasi mengenai dampak
dari suatu perjanjian yang bersifat konsensius dapat

merugikan debitur sendiri. Dengan demikian semestinya

Klausula baku..., Sri Buana Brahmana, FH Ul, 2002
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terhadap perjanjiaﬁ kredit yang telah dibuat sebelum
diberlakukannya uu No.8/1999 diupayakan untuk
disesuaikan supaya di kemudian hari tidak dimungkinkan
untuk pembelaan konsumen yang menyatakan' gérjanjian
tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga

merugikan bank itu sendiri.
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hubungan antara
bank dan debitur merupakan hubungan bersifat konsensius
atau suatu kesepakatan yang mengikat secara sah dan
berasaskan kebebasan berkontrak dengan dilandasi prinsip
kehati-hatian oleh bank yang dilatar belakangi dengan
kebutuhan dana calon debitur untuk membiayai proyeknya baik
sebagai investasi ataupun modal kerja maka debitur tidzk
mempunyai = pilihan lain dan tidak melakukan negosiasi.
mengenai syarat yang telah dibakukan dalam perjanjian yang
ditandatanganinya. Berkenaan dengan aﬁalisis penulis pada
bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut
1. Standar baku (standart form) perjanjian kredit yang

memuat klausula sebagaimana contoh yang kami uraikan
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tersebut éi atas tidak dapat dibenarkan penggunaannya
mengingat klasula tersebut tidak yang Dberasaskan
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamaan dan
keselamatan debitur sebagai konsuﬁen; serta kepastian
hukum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai péntingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujﬁr dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
Bank sebagai lembaga keuangan yang harus tetap menjaga
nilai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya
haruslah menyesuaikan syarat suatu klausula baku
sebagaimana dimaksud ~dalam  pasal 18 ayat 3 QU
No.8/19S9. Dalam hal mengakomodir ketentuan klausula
baku yang diatur dalam UU No.8/1999 tersebut bank -
bank berupaya sebagai berikut
a. untuk mensosialisasikan ketentuan klausula baku
tersebut dengan mereview dan mengkaji ulang dokumen -
dokumen perkreditan yang terkait éengan kepentingan

nasabahnya;
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b. memberikan penjelasan kepada pada nasabah bank
terutama Nasabah Debitur yang telah ada sebelum
adanya UU No.8/1999 untuk melakukan perubahan pada
pasal-pasal yang memuat klausula baku yang tidak
dibenarkan oleh UU No.8/1999 dengan. menandatangani
addendum dari perjanjian kredit yang telah
ditandatangani;

c. memberlakukan klausula baku menurut ketentuan UU
No.8/1599 dalam standart form perjénjian kredit
untuk  penandatangan ~ perjanjian  kredit setelah

diberlakukannya UU No.8/1999.

2. Saran

a. Mengingat secara tegas dalam Penjelasanvpasal 8 ayat
2 butir a UU No.10/1998 ditentukan bahwa pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, maka
perjanjian kredit untuk keperluan perbankan hendaknya
dibuatkan suatu acuan standar syarat-syarat yang akan
dibuat dengan memuat syarat-syarat sebagai berikut
a.l. syarat tetap yang tidak dapat berubah karena

tunduk kepada undang-undang dalam
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pelaksanaannya, contohnya pasal mengenai
kelalaian debitur akan menimbulkan hak bank
menghentikan fasilitas kredit ataupun melakukan
eksekusi atas agunan;

a.2. syarat tidak tetap yaitu syarat yang dapat
diubah séwaktu-waktu, contohnya pembebanan
tingkat suku bunga sebagaimana penulis uraikan

dalam bab II tersebut di atas sangatlah

memerlukan penerapan UU No.8/1999;
Dengan  adanya bentuk perjanjian kredit  yang
dituangkan melalui undang-undang tentunya diharapkan
adanya suatu kepastian hukum dari pengertian suatu
perjanjian khusus yang mempunyai ciri khas tersendiri

sehingga pihak yang berkepentingan dikemudian hari

terlindung dengan asas keamanan, keadilan dan

kepastian hukum.

- Secara umum dapat_dilihat jasa perbankan memerlukan
kepercayaan masyarakat maka perlu kiranya dibuatkan
Secara khusus peraturan dari pihak yang berwenang
yang berkaitan dengan produk jasa bank yang akan
melindungi kepentingan para nasabahnya baik untuk

Nasabah Debitur atau Nasabah Penyimpan yang akan
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melakukan transaksi dengan berbagai jaringan saat ini
diperlukan perlindungan atas transaksi dana-dana yang
tersimpan karena dana yang tersimpan tersebut akan

disalurkan untuk kebutuhan pemberian kredit.
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PERJANJIAN KREDIT L e !
No.:r ’ s L T ’
Y;:'ng bertanda-tangan dibawah ini: =
. ol s : . hm
N Pk A Tt . ) . berempattinggal
oy . -~ ..
Rt . . . .. .ocrtempatlingaa’
di ———
dalam hal ini bertindak :
a. unluk diri sendid
tx dalam kedudukannya selaku O
dan daridan oleh karenanya sah
berlindak untuk dan atas nama —
berkedudukan di : RIS TS

tindakan hukum ini telah mendapat persetujan dari

- yang lurul menanda-tangani Perjanjian ini ;
- sebagaimana temyata dari surat Persetujuan terlampir tertanggal
selanjutnya disebut “DEBITUR" <&

...... dari BANK CENTRAL ASIA Kantor .

oleh karena itu untuk dan atas nama P.T. BANK CENTRAL ASIA, berkedudukan di Jakana. denuan kanlor cabangrya tersebul
selanjutnya disébut "BANK" atau “KREDITUR"

BANK dan DEBITUR dengan ini telah sepakal untuk mengadakan Perjanjian Kredil dengan syarat-syaral dan kelentuan-ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1

. JUMLAH KREDIT .

BANK dengan ini menyelujui untuk memberikan pinjaman vang/kredit kepada DEBITUR sejumiah....x

yang dipergunakan unluk ¢

unluk hal mana DEBITUR dengan ini mengakui lelah menerima pinjaman uang/kredit sejumlah tersebul diatas.

Pasal 2
BUNGA DAN PROVISI

1. Untuk Kredit tersebut DEBITUR wajib membayar bunga sebesar ... ... % S —— : ‘ prosen}

per tahun atas dasar jumlah yang terhulang dan harus dubayar oleh DEEITUR kepada BANK setiap bulan bersama-sama dengan
pembayaran angsuran pokok pinjaman. Bunga tersebut beraku secara eflektitiiat °)

2. Tanpa pemberitahuan kepada DEBITUR, BANK setiap saal berhak melakukan perubahan suku bunga sesuai dengan perkembangan
moneler.
3. DEBITUR harus membayar provisi sebesar = % ( . - prosen) dari jumlah kredit

lersebut diatas dan hanya d,pungut satu kali yailv pada saat perjanjian kredit ditcrda-tangani.

4 DEBITUR akan mengakui bahwa pembukuan dan catatan BANK merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan mengikal atas
jumiah kredit DEBITUR kepada BANK.

°) Corel yang tidak periu

AKN 74SA8) 114 . . .
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Pasal 3
JANG¥A WAKTU KREDIT o
e ~— -~
*/Kredit ini diberikan unluk jangka wakiu ...... ......, Oy (R S ) bulan, terhiiung o' i
tanggal ... sampai ftanggal ... .. e
Pasal 4 .
CARA PEMBAYARAN

1...-Pembayaran kembali kredit yang lelah diberikan tersebut basarta bunganva waiib di lakukan oleh DEBITUR “epada BANIC sonar a
-“Zmengangsur dalam...  ............... (ceerrmerennene .. Ykal angsuran bulana
" secara berturut-lurut 1anpa lerpulus dalam 18NGKE WaKIU oo o e e ) bulan saiak
berlakunya kredit ini sesuai jadwal dan jumlah angsuran seperti tercantum dalam jadwal pembayaran lerlampir. Uniuk portam 3
kalinya angsuranharus dibayarselan'tbal-lambalnya padalanggal - : «reee. @NGSUrankedua dansclanjutny a
harus dilakukan selambat-lambatnya pada seliaplanggal. N ez sehinggadengarn demiiza n

seluruh pinjaman kredil dan bunga tersebut harus lunas selambal-lambalnyé pada tanggal ..
Lampiran tersebut adalah merupakan satu kesatyan yang lidak lerpisahkan dari perjanjian kredit ini.

2. DEBITUR diperbolehkan melunasi sebagian/seluruh kredi lersebut sebelum waklunya. denrgan memperhatikan kelentuan 308
berlaku pada BANK, antara lain harus dilakukan Pada saalangsuranjatuh tempo. Sebagai akibat dari pelunasandipercepatiersand st
maka BANK akan menghitung kembali pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayar oleh DEBITUR dan DEBITUR d2nzan
ini menyetujui perhitungan BANK tersebut.

3. Setiapkaliterjadi pgrubahan suku bunga, maka BANK akan memperhitungkan kembalijumlah angsuran yang harus dibayarkecad a
BANK dan DEBITUR dengan ini menyatakan tunduk pada jumiah perhitungan angsuran baru yang dimaksud.
4./A§1bila DEBITUR lerlambal membayar angsuran fpokok dan/atau bunga) sesuai jadwal yang dilélapkan diatas. maka DE3!™: 5y
/, dikenakandendasebesar.... ... Y Y (R - promil) per hari atas jumiah angs: -ar
yang harus dibayar. Denda mana harus dibayar secara sekaligus dan lunai bersamaan dengan angsuran yang lestunggak.

Pasal 5
KELALAIAN

Manyimpang dari apa yang ditentukan dalam pfzsal 4.1 tersebul diatas, BANK berhak sewaktyu-wakiu menghentikan dan memutyskan
perjanfan kredit ini dengan menyampingkan kelentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehinaga
lidak diveriukan sural pemberitahuan (somasi} atau swal peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. Dalam ha! dorvign
selizub hulang  DEBITUR vepada BANK harus dibayar dengan seketika dan sekaliaus, yailu Jalam hai terjadi salah sate ga -,
kejadian dibawah ini :

Bilamana DEpITUH_menggumkan uang pinjaman fersebul menyimpang dari tujuan penggunaannya.

Bitamana DEBITUR lalai atau tidak memenuhi syar'al-syaral alau keleriluan/kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam peqz -’ 2
ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya dan atau Perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan, sera pesian - -+
lainnya baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.

¢. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian 3o
sehingga DEBITUR lidak dapat membayar hutangnya lagi.

d. Bilamana DEBITUR meninggal dunia atau perusahaannya dilikwidi.

Bilamana DEBITUR dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit, mengajukan penrurdas:
pembayaran (surseance van betaling) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguass
kekayaannya atau dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele) alau dikenakan hukuman penjara.

1. Bilamana sebagian alau seluruh harta kekayaan DEBITUR dan/alau penjamin disita.

g- Bilamana barang-barang jaminan untuk pemberian Kredil ini musnah, berkurang nilainya atay disita pihak Iain baik sebagiz~ a'ac;
seluruhnya alau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya. -

h. Bilamanapernyalaan-pernyataan, sural-surat, keterangan-keteranganyang diberikan DEBITUR kepada BANIC ternyatatidekbhe~a-
Pasal 6
PEMERIKSAAN OLEH BANK

BANK berhak pada seliap wakly meminta keterangan yang diperiukan oleh’ BANK kepada NEBITUR tentang usahaperusa*- -
DEBITUR.

Bank berhak pada setiap waktu memeriksa pembukuan DEBITUR, neraca dan faporan laba rugi, persediaan barang-barare
permodalan dan kelterangan/data apapun juga yang diminta dalam rangka kredit tersebut

AKR 745A793 274
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Pasal 7
LAPORAN PERKEMBAIGAN USAHA

DEBITUR diwajibkan uniux secara berkaia yailu setiap triwulan menyerahhanlaporan mengenai perkembangan usahanyayang diiraya:
dengan kredit ini dengan idak mengurang: ketenluan bahwa BANK berhak sewakiu-wakiu minta laporan lersebul dan DEBITUR waib
memenuhinya.

Pasal 8
PEMBATASAN TINDAKAN DEBITUR

Tanpa perselujuan tertulis dari BAMK, setama kredit belum lunas DEBITUR tidak diperkenankan unluk :

a. Menorima kredit dari Bank lain

b. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) lerhadap pihak ketiga.

c. Membuka cabang/penakilan baru atau usaha baru selain usaha yang telah ada.

d. Merubah benluk/stalus hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan alau merubah susunan pengurus/pemegang
saham perusahaan.

Membagikan deviden/reunlungan/laba perusahaan.

. Memindah tangankan perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga kepada pihak ketiga.

14

Pasal 9
JAMINAN KREDIT

Guna menjamin hutang-hulang DEBITUR kepada BANK baik yang sekarang telah ada ataupun yang kemudian hari akan
diadakan, baik yang limbui berdasarkan kredit ini dan alau seliap perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian aiau karena
sebab apapun juga, DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada BANK barang jaminan berupa :

Y

ada‘akan

Pasal 10
ASURANSI

1. Selamakredil tersebul diatas belum lunas, maka barang jaminan tersebut harus dipertanggungkan oleh DEBITURL

kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya lainnya yang dianggap periu oleh BANK pada maskapai asuransi yang disetujui cleh
ang

BANK, untuk jumiah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK,dengan kelentuan bahwa premi asuransi danbiaya lainy

berkenaan dengzn penutupan asuransitarsebut dipikul oleh DEBITUR dan dalam polis asuransi BANK ditunjuk sebagai pihak yang

berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (Banker's Clause) .
Khusus untuk Kredit Pemilikan Perbaikan Rumah (KPPR) disamping asuransi tersebut diatas DEBITUR juga wa
asuransi jiwa sejumiah minimal sesuai dengan jumiah kreditnya dengan mencantumkan Banker's Clause dalam polisnya.

2. Jumlah uang yang diterima oleh BANK sebagai akibat realisasi claim asuransi lersebut diatas akan diperhitungkan dengan jumiah

hutang DEBITUR kepada BANK.

3. BANKberhak untuk menutup dan memperpanjang asuransi tersebut diatas,
mendebet rekening DEBITUR pada BANK.

AKR 745A/93 /4 -
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- Pasal 11
KUASA .

1. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK : _

a. untuk mendebetdan mempergunakan dana yang tersimpan pada BANK, baik dari rekening/tabungan/Deposin niish [T 715
guna pembayaran angsuran (pokok pinjamandanbunga), provisi,denda, premiasuransi, biaya-biaya mmnyga a0
sesualu yang lerhulang berkenaan dengan pemberian kredit tersebut.

b. uniukdanatas nama DEBITUR membuat dan menanda-tangani Akte Pengakuan Hutang Murni unluk imencgasiaas jimiba g
terhulang secara nyata oleh DEBITUR jika diperlukan unluk memenuhi pasal 224 Reglemen Indongsia Yang Discibaharg, qtoe
pasal 258 Roglomon Untuk Luar Jawa dan Madura, bordasarkan syarat-syarat dan kelentuan-kelentuan yang thiannga: o &
oleh BANK (salanjulnya disebut PENGAKUAN HUTANG).

2. Khusus unluk Kredit Pemilikan Perbaikan Rumah (KPPR), Kredit Kendaraan Bermolor (KKB) dan Central Plus (CP), GTE ! i
dengan ini memberikan kuasa kepada BANK unluk mentransfer atau dengan cara apapun menyerahkan jumlan uang yarg bnrasi
dari Perjanjian Kredit ini kepada Developer/Dealer/Penjual.

3. PENGAKUAN HUTANG melipuli jumlah hutang yang diterima DEBITUR dari BANK yang besarnya diletapaar bergas: e
pembukuan BANK sehubungan dengan perjanjian ini berikut perubahan dan atau pembaharuannya dan merizpakan bt v
sempurna dan mengikat DEBITUR dihadapan semua Badan Peradilan dimanapun juga.

4. DEBITUR dengan ini menyetujui dan mensahkan semua lindakan-tindakan BANK dan tidak akan menuntul atau menggugizt BARN,
dan membebaskan BANK dari segala tuntulan dan/atau gugatan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pembuaiae
pelaksanaan PENGAKUAN HUTANG tersebut diatas. .

5. Kuasa-kuasa lersebut dialas merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari surat Perjanjian ini, yang ticiax atuae
dibuat tanpa adanya kuasa tersebul dan oleh karena itu kuasa ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab anape:
juga atau karena sebab-sebab yang dialur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdala.

“Pasal 12
KETENTUAN BANK

DEBITUR denganini berjanji, akantundukkepada segala ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang bertaku parta BANK a0 {
yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari. v

Pasal 13
‘AHLI WARIS/PENANGGUNG

Apabila DEBITUR meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul! berdasaiian So a0,
redit ini berikut semua perubéhan/lambahanlperpanjangannya kemudian dan atau berdasarkan apapun juga el merinakias wnty
kesatuan hutang dari para ahli wanis DEBITUR atau PENANGGUNG (jika ada) yang tidak dibagi -bagi.

Pasal 14

BIAYA
Semua biaya penagihan diluar dan dihadapan hakim antara lain biaya juru sita dan biaya kuasa BANK untuk menagii heilang ity seria
biaya-biaya notaris dipiku! dan dibayar DEBITUR.

Pasal 15

DoMmISILI

Mengenai Perjanjian ini dan segala akihat certa pelaksanaannya para pihak memuhh !ernpat kediaman hukuin yang umum dan tetap i
Kantor Panitera Pengadilan Negeri .. ~ .ccceveeinenne Qiercvres demikian dengan lidak mengurang
hak BANK untuk memohon pelaksaraan/eksekusi dari perjanjian ini atau mengamkan wntutan hukum terhadap DEBIT UR melaii
Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

DEBITUR _ PT Bank Central Asia
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Nomor D e eeeneeeeeeneeareannnanes
Nomor Rekening : ............ : .............
PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

TP RPN PRTS
;l‘al.at.ﬁ. hal m1 bertindak dalam kedudukan selaku .......ooevieiiniiiiieeianiinniiiiiiiiiaicetininn
dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., KANOE .........corsesesessessimsssssessesessssssasans
oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA Tok,,
berkedudukan di Jakarta;

-selanjutnya disebut “BCA”.
) PO TOROPRPPPPPPPPT PITTEERLELLE N

esee
.........
--------
.........................................................................................

-------------
..........
........................................................................................

X}
.............
...........
....................................................................................

e

.................
..........

..................................................................................

seese

.............
-----------

-------------------------------------------------------------------------------

dalam hal ini bertindak :
- untuk diri sendiri;
- dalam kedudukan SEIAKU ........................ccccccceeseeeereerneerennrasessesannnnssssttiane R

---------------
.............
................................................................................

berkedudukan di .......c.ceceeeueiuiiiiuieniesieeeneceseesennenses yang untuk melakukan
tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari
- yang turut menandatangani Perjanjian Kredit;
- sebagaimana ternyata dalam .......................................................................
tanggal ....................
-selanjutnya disebut “DEBITOR”
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BCA dan DEBITOR dengas ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana
diuraikan berikut di bawak ini :

“Agunan” berarti barang dan atau hak yang diserahkan oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain
kepada BCA yang digmnakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan
sebagaimana mestinya Hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit” berarti periode penarikan dan atau
penggunaan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR.

“Dokumen Agunan” berarti dokumen pengikatan atas Agunan, baik yang dibuat secara notariil
maupun dibawah tangan.

“Fasilitas Kredit” berarti fasilitas (-fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan
kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit.

“Hari Kerja” berarti hari pada waktu kantor BCA setempat dibuka dan menyelenggarakan
pelayanan umum.

“Hutang” berarti semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITOR pada suatu waktu kepada
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan
atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Kejadian Kelalaian” berati setiap kejadian-ksjadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
Perjanjian Kredit.

“Lampiran” berarti lampiran-lampiran yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi
bagian yang tidak terpisshkan dari Perjanjian Kredit, yang berisi antara lain cara penarikan dan
atau penggunaan serta ketentuan-ketentuan khusus untuk setiap Fasilitas Kredit.

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, pengubahan dan atau
penambahannya.

“Penjamin” berarti pihak lain yang mengikatkan diri, guna kepentingan BCA, untuk menanggung
pemenuhan pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Hutang manakala
DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Tanggal Pembayaran Bunga” berarti tanggal dimana DEBITOR wajib melakukan pembayaran
bunga sebagaimana ditenfukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian Kredit.
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2.1.

2.2,

2.3.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

Pasal 2 :
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Perjanjian l.(redi.t, BCA menyetujui untuk
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari :
DEBITORdengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
Fasilitas Kredit tersebut akan dipergunakan untuk ...........cccooeeeeiesmamnaeecresnnasenecese
DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit
tersebut.

Pasal 3 DIT

BATAS WAKTU PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KRE

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peljanjiaq Kredlt, Batas Waktu
Fenarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut :
Setelah Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Ktedlt sebag.almaulii
diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagt un
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

Pasal 4

BUNGA DAN PROVISI

DEBITOR wajib membayar bunga sebesar :
Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam

puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran

Bunga, yaitu :

-----

-------------------
..............

.................................................................

.........

.......
..................
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain ggnalg(
disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga

boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar.
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4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai
dengan perkembangan moneter.

Perabahan besamnya suku bunga akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada
DEBITOR dan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam surat
pemberitahuan tersebut. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

4.4.  Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar provisi kepada BCA sebesar :

...............................................................................................................

...........................................................................................................

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan
Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat
penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan atau
penambahan Fasilitas Kredit tersebut.

4.5.  Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR
yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

4.6.  Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada
BCA sebagaimana diuraikan dalam pasal 19.1 Perjanjian Kredit.

4.7. Apabi!a Tanggal Pembayaran Bunga dan atau tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari
yang bukan merupakan Hari Kerja maka pembayaran bunga dan atau provisi wajib
dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelumnya.

4.8. -Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan
oleh DEBITOR atau Hutang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam pasal
14.3 Perjanjian Kredit atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam pasal 18.3
Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada DEBITOR
Provisi yang telah dibayarkan DEBITOR kepada BCA.

Pasal 5
PEMBUKTIAN HUTANG

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan
Sempurna mengenai Hutang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat
dibuktikan sebaliknya.

Pasal 6
SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

6.1.  Penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada
setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
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6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

a. DEBITOR dan atan pembéri Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan, dan atau
Penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan atau jaminan
perusahaan (selanjutnya disebut “Akta Pemberian Jaminan”) dalam bentuk dan isi yang
dapat diterima oleh BCA.

b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA :
- dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan; -t
- - fotokopi sesuai asli anggaran dasar DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau
Penjamin berikut perubahan-perubahannya (apabila DEBITOR berbentuk badan); dan
- dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh BCA seperti Nomor Pokok Wajib
Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha.

c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu kejadian yang memberi
akibat timbulnya Kejadiar Kelalaian atau suatu kejadian yang dengan dllakukfmqya
pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian
Kelalaian.

d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
Perjanjian Kredit adalah benar.

Mesinenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai Cara Penarikan dan atau .Cara
Penggunaan bagi Fasilitas Kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.

Pasal 7
PEMBAYARAN HUTANG

Pembayaran Hutang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan
Fasilitas Kredit yang diperoleh dan harus sudah efektif diterima oleh BCA melalui kantor
cabangnya di Jalan ......ccccceiiiiii i e esse e eenns , selambat-lambatnya

................
...............................................................................................

.................
------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila tanggal pembayaran Hutang jatuh pade hari yang bukan merupakan Hari Kegja
maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelumnya.

Pembayaran Hutang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat
dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 8
DENDA

Dalam hal DEBITOR Ilalai melakukan pembayaran Hutang karena sebab apapun pada
tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah yang lalai
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dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersepyt wajib dibayar sampai Jumlah tersebut
dibayar seluruhnya Sebesar - ovvvvvvvvvvnnn o OO

8.2.  Perhitungan denda tersebut dilakukan secar harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus

Pasal 9
AGUNAN DAN ATAU JAMINAN

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya
Hutang, DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atay Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan
dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan sebagai berikut -

.......................................................................................................

....................................................................................................................

Pasal 10
ASURANSI

10.1.  Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Batas Waktu Penarikan dan atau
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat
diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan,
kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan
asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dap Syarat-syarat yang dianggap baik oleh
BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dap biaya lain yang berkenaan dengan
penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan di dalam polis, BCA
ditunjuk sebagai pihak yang berhak unmk menerima segala pembayaran berdasarkan
asuransi itu (Banker’s Clause).

melaksanakannya, unfuk mengasuransikan Agunan dan atay memperpanjang asuransi
tersebut atas biaya DEBITOR.

10.2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat darj pembayaran asuransi tersebut di
atas diperhitungkan dengan Hutang.

Pasal 11
PERNYATAAN

DEBITOR dsngan inj menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai
berikut : '

a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha DEBITOR
sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin-
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ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh
peraturan yang berlaku.

Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara
pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan
akibat terhadap DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan
keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk
melaksaraksn kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

c. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah

benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh
DEBITOR yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCA dapat
mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit.

Pasal 12
HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR

DEBITOR wajib, kecuali bilamana BCA melepaskan ketentuan itu secara tertulis untuk :

a.

mentaati semua undang-undang, peraturan: pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau
instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR,;

segera memberitahukan kepada BCA tentang adanya semua perkara yang menyangkut
DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana
yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;

segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis, setiap terjadi perubahan anggaran da§ar
serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham DEBITOR (apabila
DEBITOR berbentuk badan);

membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian.l?asilitgf Krgdit serta
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasiliias Kredit tidak
dipergunakan dan atau Perjanjian Kredit dibatalkan;

memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian
Fasilitas Kredit;

meinpertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang
telah atau akan dimiliki oleh DEBIT OR;

menyerahkan laporan keuangan setiap ........ (cevnerroennennareenennnenns )bulan, dalam ha'l F asi}itas
Kredit yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR dalam jumlah yang sama atau lebih dari Rp
..........................................  CUUT PRSP

........................................................................ ) atau nilai yang setara dalam mata
uang lainnya dan Fasilitas Kredit yang diberikan tidak dijamin seluruhnya dengan produk dana
BCA.
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Pasal 13
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Batas Waktu Penarikan dan atau
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-
hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan atau mengagunkan
harta kekayaan DEBITOR;

b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

C. apabila DEBITOR berbentuk badan :
() melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran;
(ii) mengubah status kelembagaan,

14.1.

Pasal 14
KEJADIAN KELALAIAN

Kejadian Kelalaian timbul apabila terjadi satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di
bawah ini :

p

kelalaian DEBITOR untuk membayar Hutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian Kredit; :

DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam pasal .12 dan pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam
Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, baik
yang telak ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari;

pemberi Agunan dan atay Perjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen
Agunan dan atau Akta Pemberian Jaminan;

pihak lain yang hutangnya dijamin dengan agunan dan atau Jaminan pribadi dan atau
jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan atau jaminan DEBITOR telah
dinyatakan lalai oleh BCA;

DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan
penggunaannya;

menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR dan
atau  Penjamin mundyr sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan
DEBITOR dan atauy Penjamin dalam melakukan pembayaran Hutang;
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g. DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin mengajukan permohonan pailit
atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab
apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan DEBITOR dan
atau pemberi Agunan dan atau Penjamin;

h. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan
atau Penjamin disita akibat terkena suatu perkara atau sengketa yang secara material
dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dalam memenuhi kewajibannya
berdasarkan Perjanjian Kredit;

i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan musnah, berkurang
nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal
berakhir hak penguasaannya, kecuali apabila DEBITOR dan atau pemberi Agunan
memberikan pengganti atas Agunan yang disetujui oleh BCA;

J. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh DEBITOR dan atau
pemberi Agunan dan atau Penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan
yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak. terbatas pada Pernyataan
sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar;

k. perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR
dan atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara
material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan atau Penjamin untuk
melakukan pembayaran Hutang;

. DEBITOR dan atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau
perawran hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha DEBITOR dan
atau Penjamin dicabut dan atau secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kredit;

m. DEBITOR atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal DEBITOR atau Penjamin bukan
berbentuk badan).

14.2.  Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian
Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya maka
dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian
DEBITOR sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang
serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

14.3. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, BCA
berhak, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan
perjanjian melalui Pengadilan Negeri, menyatakan Hutang menjadi jatuh waktu seketika
dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan
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14.4.

15.1.

15.2.

ketentuan Pembayaran Hutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit

dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBIT: ng ti i ianii i
wajib dipenuhi. Yy OR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap

Ilzfl?il'ltl hal Euml;lg Ancgjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.3 Perjanjian
et maka crhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk

memperoleh pengembalian Hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap .

DEBITOR dan atau harta kekayaannya { etani i
hak-hak BCA terhadap Agunan dan tZ:’P :132::11( tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan

Pasal 15
PENGGUNAAN PEMBAYARAN

-Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atay dibayar oleh BCA :

- dalam melaksanakan tugas-tugas BCA sa ... .
yang belum dibayar oleh DEBgITOR; schubungan dengan Perjanjian Kredit

- dalam  mengamankan, mengambil alih, - memperbaiki, memulihkan,
yimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan atay menjual Agunan atau

-Kedua  : untuk pcmbayaran lunas dari seluruh d ;
enda yang timb : :
DERITOR kepada BCA sehubungan dengan }E’er;'gax;jlgnull(izzlt)-l belum dibayar

-Ketiga  : untuk pembayaran lunas dari seluruh b i
- unga yang timbul dan atau provisi yan
belum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Peljan?ir:n Krg,dit;g

-Keempat : untuk pembayaran ‘lunas dari jumlah .
| pokok yang w ;
DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanj iang Kre:giltb dbayar oleh

Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITO i

: ‘ _ R dib

-emyata masih terdapat kelebihan uang maka BCA akan menyerahka:l i};?;billl::ss u;i;iug1
tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebyt.

Pasal 16
PAJAK
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16.2.

Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA
berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan
pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun.

Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk
melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya
berdasarkan Perjanjian Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan
kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau
pengurangan tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu jumlah uang yang sama
besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Pasal 17
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan
dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para
pihak, perjanjian atau surat mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit.

18.1.

18.2.

18.3.

Pasal 18
LAIN-LAIN

BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau
mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban BCA dalam
memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank
atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis

kepada DEBITOR.

-Untuk keperluan terscbut, DEBITOR sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa
kepada BCA untuk memberikan semua data dan atau keterangan yang diperlukan kepada
lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya.

BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekulFan
dan atau mencairkan dan atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening
DEBITOR yang diadministrasikan oleh BCA dan mempergunakan hasilnya unfuk
diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Hutang dalam hal terjadi kelalaian
sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit.

DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal terjadi perubahan dalam bidang moneter,
keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi secara material likuiditas BCA, baik
secara langsung maupun tidak langsung, BCA setiap saat berhak :

(i) menunda tanggal penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh

DEBITOR; dan atau
(i) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan atau
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

19.1.

19.2.

19.3.

(iii) mengganti pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1
Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada BCA; dan atau
(iv) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit.

-Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA sebagaimana tersebut di atas, BCA akan
memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan
tersebut merupakan sati kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ‘Perjanjian Kredit.

Kegagalan dan atau keterlambatan BCA untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau
hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa BCA telah
melepaskan hak-hak tersebut dj atas, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian
dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit, tidak akan menghalangi
pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut di atas.

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan
tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenan g atau dianggap
bertentangan dengan ketentuan atay peraturan perundang-undangan yang berlaku maka
ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan
mengikat para pihak.

Perjanjian Kredit berlaky bagi para pihak dan para pengganti hak dari masing-masing
pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan dan atau
menyerahkan suatu hak dan atay kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan
atau perjanjian-perjarjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari BCA_

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit berlaku dan

mengikat para pihak sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban DEBITOR kepada
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pasal 19
KUASA

Untuk keperinan pelaksanaan pembayaran Hutang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini
DEBITOR memberi kuasa kepada BCA untuk melaksanakan pendebetan atas dana yang
terdapat dalam rekening DEBITOR.

Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali Hutang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya,
memberi kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan atau dengan
cara lain mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEBITOR yang
diadministrasikan oleh BCA.

Semua kuasa yang tercantum dalam Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga termasuk karena sebab-sebab
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yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Huk\um Perdata
selama Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya.

Pasal 20
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Terhadap Fasilitas Kredit tersebut di atas berlaku juga syarat-syarat khusus dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran (-lampiran) yang akan disesuaikan
dengan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA dan diterima DEBITOR, oleh karena itu Lampiran

(-lampiran) tersebut dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diterima
oleh DEBITOR.

Lampiran (-lampiran) tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit.

Pasal 21
VYURISDIKSI
Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih
tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
sreserseseessesiesiee s ntns s ceeeneeenn @ L., tanpa mengurangi  hak
BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik
Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di ettt e e et e et s e n s e e aansnnasneennneneennseeneny PAOA tanggal

BCA ' DEBITOR
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Lampiran Perjanjian Kredit tanggal ............................._ NOMOFK .. .uttiiiiiiiiiiiinnaaasereaaanns

KETENTUAN BAGI FASILITAS INSTALLMENT LOAN

I. CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Installment Loan dapat dilakukan oleh DEBITOR apabila :

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Installment Loan selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Installment Loan
yang direncanakan;

2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

IL. PEMBAYARAN KEMBALI YANG DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang
sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa
dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.  DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu)

Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali

yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan
dilaksanakan;

b.  pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR;
c.  dilakukan pada Tanggal I'embayarai. Bunga;
d.  jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan

kembali dengan alasan apa pun.

IiL KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat
dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah
pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA,
dan karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti
Daftar Angsuran yang lama.

ILS 846/C/2003 1/2 RA. 1B/6B/10T
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Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisakb
dari Perjanjian Kredit.

DEBITOR, dengan ini menyatakan per'setujuannya atas perhitungan yang dilakukan olehh

BCA dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar olch DEBITOR kepada
BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar Angsuran tersebut.

ILS 846/C/2003 2/2 RA. 1B/6B/10T
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Lampiran Perjanjian Kredit tanggal ....................... MOMOT ...iuiiiininiiiieineeiiienraenenanannns

KETENTUAN BAGI FASILITAS KREDIT LOKAL (REKENING KORAN)

CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat dilakukan oleh DEBITOR dengan cara :

1. DEBITOR men)femhkan cek, bilyet giro, surat perintah transfer, surat perintah pembebanan
atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh pihak
yang berwenang;

2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

ILS 841/C/2003 1/1 RA. 1B/6B/10T
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Lampiran Perjanjian Kredit tanggal .......................... NMOMOT ettt

i KETENTUAN BAGI FASILITAS TIME LOAN REVOLVING

L CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Time Loan Revolving dapat dilakukan oleh DEBITOR apabila :

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Time Loan Revolving
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Time
Loan Revolving yang direncanakan;

2. DEBITOR telah mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Sanggup/Aksep
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BCA;

3. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

IL. PEMBAYARAN KEMBALI YANG DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang
sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Sanggup/Aksep, tanpa
dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu)
Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali
yang dipercepat, dengan menyehutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan
dilaksanakan;

b pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR.

ILS 842/C/2003 1/1 RA. 1B/6B/10T
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